
 

 

x 

 

ABSTRAK 

Novita. Perpindahan Wali Nikah (Analisis Putusan Isbat Nikah Nomor 

442/Pdt.G/2022/PA.Spt). Skripsi, Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, 

S.Ag., MHI. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal 

Syakhshiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023. 
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Undang-Undang memberikan solusi hukum agar perkawinan di bawah 

tangan mempunyai perlindungan dan kekuatan hukum, yaitu dengan cara 

mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Salah satunya yaitu pernikahan yang 

diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Sampit dengan Nomor perkara 

442/Pdt.G/2022/PA.Spt. Perkara tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, padahal 

pernikahan yang dilakukan Pemohon tersebut terdapat ketidakjelasan perihal 

perpindahan wali nikahnya. Pernikahan tersebut dilaksankan dengan wali paman, 

karena ayah kandungnya tidak dapat berhadir disebabkan berada di Jawa. 

Kemudian, ijab kabul dilakukan oleh penghulu. Menurut hukum fikih dan KHI 

apabila wali aqrab berhalangan hadir maka yang berhak menjadi wali adalah wali 

hakim, bukan wali ab`ad. Tetapi permohonan isbat nikah itu dikabulkan Majelis 

Hakim idengan salah satu pertimbangannya menyatakan pernikhannya telah 

memenuhi rukun dan syarat, sedangkan pada faktanya wali nikah termasuk dalam 

rukun nikah. 

Permasalaahan yang diteliti terhadap putusan ini adalah bagaimana 

pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah dan analisis penulis terhadap 

perpindahan wali yang terdapat dalam pernikahan yang diajukan isbat nikahnya 

oleh Pemohon. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan studi kasus (Case Study). Kemudian pengumpulan data dalam 

penelitian ini dengan melakukan studi dokumen dan studi pustaka terkait dan diolah 

secara sistematis, logis, dan deskriptif. 

Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Majelis Hakim dalam 

mengabulkan Isbat Nikah ini karena melihat terpenuhinya rukun dan syarat nikah, 

tidak ada penghalang nikah antara kedua mempelai, dan tidak ada pihak yang 

keberatan selama pernikahan itu berlangsung. Namun Majelis Hakim kurang 

memperhatikan bagian perpindahan wali yang termasuk rukun nikah. Apabila 

melihat aturan dalam UUP Pasal 6 dan 26 mengenai izin orang tua dan wali yang 

tidak sah maka perpindahan wali tersebut kurang relevan. Adapun jika melihat 

dalam aturan KHI maka dalam kasus pernikahan tersebut yang berhak menjadi wali 

nikah adalah wali hakim karena ayahnya tidak dapat hadir. Namun apabila Majelis 

Hakim berlandaskan pendapat fikih yang memungkinkan paman dapat menikahkan 

apabila ayah tidak dapat hadir, tetapi dalam putusan tidak menyatakan dengan tegas 

ketentuan tersebut yang dijadikan dasar hukum.  


